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PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

Menimbang

Mengingat

CIREBON TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA CIREBON,

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih
lanjut  dari  Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2009;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

12.

13.

14.

15.

16.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);



28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan  Komunikasi  Intensif dan Dana
Operasional;

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004
Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat



38.

39.

40.

41.

42.

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 —
2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi
Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas
Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 11 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota  Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 19 Seri D);

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
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Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
20 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
21 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 23 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok  Pengelolaan = Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor
17 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor
18 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 — 2013 (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);



Menetapkan :
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50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 2
Seri A);

52. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN
2009.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2009
terdiri dari:
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli

Daerah .................... Rp. 77.318.391.813,28

12

. Pendapatan Transfer Dana

474.292.926.583,00

47.950.244.320,00
37.698.374.361.,00

Perimbangan .............ccccoe i, Rp.
Pendapatan Transfer Pemerintah
Provinsi ......ceeeiiiiniieieieiieeiine Rp.

. Lain-lain Pendapatan yang sah ...... Rp.
Jumlah Pendapatan ........................ Rp.

2. Belanja:
a. Belanja Operasi :

1) Belanja Pegawai ..........cccccc..... Rp.
2) BelanjaBarang ...........ccccccuvuuees Rp.
3) Hibah ......ccooovvii Rp.
4) Belanja Bantuan Sosial ............ Rp.

5) Belanja Bantuan Keuangan....... Rp.

637.259.937.077,28

328.417.940.056,00
129.746.113.994,00
36.774.229.181,00
23.483.634.000,00
10.181.223.252,00

Jumlah Belanja Operasi ........... Rp.

. Belanja Modal :
1) BelanjaTanah ...........ccccccvn. Rp.

2) Belanja Peralatan dan Mesin.... Rp.

3) Belanja Gedung dan

Bangunan .........ccccceeeiiiiiiin, Rp.
4) Belanja Jalan, Irigasi, dan

Jaringan ..........ccccccceiiiiiinine e, Rp.
5) Belanja Aset tetap lainnya......... Rp.

528.601.140.483,00

309.155.500,00

29.635.529.485,00

31.165.170.466,00

30.326.712.650,00
588.249.440,00

Jumlah Belanja Modal .............. Rp.

92.024.817.541,00
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c. Belanja Tak Terduga :

Belanja Tak Terduga............... Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga . Rp. 0,00
Jumlah Belanja ....................... Rp. 620.625.958.024,00
Surplus / (Defisit) ....ceevevieeennnnn. Rp. 16.633.979.053,28

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tersebut di atas telah di audit oleh BPK - Rl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota
ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008 yang telah
di audit BPK — RI Perwakilan di Bandung dengan Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) Nomor 14A / LHP / XVIII.BDG / 07 /
2010 Tanggal 20 Juli 2010.
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Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Cirebon.

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 18 Oktober 2010

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Oktober 2010
WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

ERAH KOTA CIREBON,

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 32



